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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Kesehatan Kabu-
paten Bekasi dalam penanganan stunting, termasuk mengidentifikasi faktor-
faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi upaya-upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori kinerja organisasi dari Agus
Dwiyanto, yang mencakup lima dimensi: produktivitas, kualitas layanan, re-
sponsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wa-
wancara, observasi, dan dokumentasi dengan 19 informan yang dipilih
secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas
Kesehatan tergolong cukup baik, terutama dalam aspek kualitas layanan, re-
sponsivitas, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat kelemahan dalam
produktivitas dan responsibilitas, yang menunjukkan perlunya peningkatan
efektivitas pelaksanaan program. Faktor pendukung utama meliputi
dukungan regulasi, kewenangan yang jelas, pemenuhan kebutuhan gizi,
serta keterlibatan lintas sektor. Sebaliknya, hambatan yang dihadapi antara
lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, kemiskinan,
serta buruknya sanitasi dan lingkungan. Untuk mengatasi hambatan terse-
but, Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai langkah, seperti intervensi
gizi spesifik dan sensitif, peningkatan sosialisasi ke masyarakat, dan pen-
guatan kerja sama antarinstansi. Upaya-upaya ini diharapkan dapat
menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional dan meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Pensiun

Pendahuluan masyarakat yang sehat dan sejahtera, pem-
Pentingnya pembangunan sumber daya bangunan kesehatan menjadi aspek krusial,
manusia sebagai pilar utama dalam termasuk dalam penanganan masalah gizi yang

mewujudkan kemajuan bangsa. Hal ini telah
menjadi bagian dari tujuan nasional se-
bagaimana tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai
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masih menjadi tantangan di Indonesia, salah
satunya adalah stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh
pada anak yang disebabkan oleh kekurangan
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gizi kronis dan infeksi berulang, terutama da-
lam periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi
badan anak yang berada di bawah standar usia.
Dampaknya tidak hanya berupa gangguan fisik
dan pertumbuhan, tetapi juga mempengaruhi
perkembangan kognitif, produktivitas, dan
kualitas hidup anak di masa depan. Dalam
jangka panjang, stunting berkontribusi ter-
hadap rendahnya kualitas sumber daya manu-
sia dan produktivitas nasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan
target penurunan prevalensi stunting menjadi
14 persen pada tahun 2024. Kabupaten Bekasi,
sebagai salah satu wilayah prioritas, memiliki
angka prevalensi stunting sebesar 20,2 persen
pada tahun 2022. Meskipun menunjukkan
penurunan dari tahun-tahun sebelumnya,
angka tersebut masih berada di atas target na-
sional. Beberapa faktor yang mempengaruhi
tingginya stunting di wilayah ini antara lain
tingginya angka kemiskinan, pencemaran ling-
kungan, buruknya akses terhadap air bersih
dan sanitasi, serta rendahnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
gizi dan pola asuh anak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ber-
peran sebagai garda terdepan dalam upaya
percepatan penurunan stunting melalui
berbagai program dan kebijakan. Strategi yang
dilakukan meliputi intervensi gizi spesifik dan
sensitif, edukasi kesehatan, peningkatan pela-
yanan puskesmas, serta Kkolaborasi lintas
sektor dan pelibatan masyarakat desa. Namun,
dalam pelaksanaannya masih dijumpai
berbagai hambatan seperti keterbatasan ang-
garan, lemahnya koordinasi antarinstansi, ren-
dahnya partisipasi masyarakat, serta tan-
tangan sosial budaya yang mempengaruhi pen-
erimaan masyarakat terhadap program
kesehatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian
ini dilakukan untuk menganalisis kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam pe-
nanganan stunting, mengevaluasi faktor-faktor
yang mendukung maupun menghambat
pelaksanaan program, serta mengkaji upaya-
upaya strategis yang dilakukan untuk menga-
tasi hambatan dan mempertahankan program
yang telah berjalan dengan baik. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran ob-
jektif mengenai efektivitas kinerja instansi

daerah dalam menanggulangi permasalahan
stunting dan mendukung pencapaian target na-
sional yang telah ditetapkan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Normaisa dkk (2020) di Kabu-
paten Enrekang menunjukkan bahwa strategi
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat
melibatkan pendekatan organisasi secara me-
nyeluruh, baik dari segi penyusunan misi, peli-
batan masyarakat melalui program GERMAS
(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan GEM-
PITA (Gerakan Masyarakat Peduli Stunting),
serta penguatan sumber daya internal. Hasil-
nya menunjukkan bahwa dukungan kebijakan
dan partisipasi lintas sektor menjadi faktor
penting dalam menekan angka stunting.
Penelitian Fitriani Pramita Gurning (2020) di
Kota Medan menekankan pentingnya
dukungan multisektor dalam mengimplemen-
tasikan program stunting, serta perlunya pen-
ingkatan kesadaran masyarakat melalui
edukasi, media informasi, dan layanan
kesehatan berbasis masyarakat. Studi ini juga
menyoroti bahwa  kompleksitas faktor
penyebab stunting membutuhkan pendekatan
interdisipliner dan sinergi antara pemerintah
dan masyarakat.

Penelitian Fatris Rudmini (2021) di Kabu-
paten Simeulue memperlihatkan bahwa
keterbatasan sumber daya, khususnya dana,
menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan
strategi penanggulangan stunting, meskipun
Dinas Kesehatan telah berupaya memberikan
pelatihan dan edukasi bekerja sama dengan or-
ganisasi internasional seperti UNICEF. Rina Tri
Puji (2021) di Kabupaten Magelang menggaris-
bawahi pentingnya perumusan kebijakan strat-
egis yang didasarkan pada analisis kebutuhan
lokal dan data yang akurat, untuk mendorong
penurunan angka stunting secara efektif dan
berkelanjutan. Sementara itu, Ni Made Rista
Rahmandari (2022) dalam penelitiannya di Ka-
bupaten Gianyar menunjukkan bahwa Dinas
Kesehatan dapat berperan optimal dalam
mewujudkan daerah bebas stunting melalui
promosi kesehatan, edukasi tentang gizi seim-
bang, pemberian makanan tambahan,
imunisasi, dan kerja sama lintas sektor, terma-
suk dengan dinas pendidikan dan organisasi
masyarakat.
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Dari seluruh penelitian tersebut, terlihat
bahwa faktor kinerja organisasi, kolaborasi
antarinstansi, sumber daya yang memadai,
serta tingkat partisipasi dan kesadaran
masyarakat memiliki peran yang sangat pent-
ing dalam menurunkan prevalensi stunting.
Namun, sebagian besar studi tersebut lebih
menitikberatkan pada aspek strategi atau pro-
gram, dan belum banyak yang secara spesifik
menilai kinerja organisasi publik berdasarkan
indikator yang terukur secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba
mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara
khusus kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bekasi dalam menangani stunting,
menggunakan teori kinerja organisasi publik

Pengembangan Hipotesis

VoV

dari Agus Dwiyanto. Teori ini memuat lima di-
mensi utama, yaitu produktivitas, kualitas
layanan, responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas. Melalui pendekatan  ini,
penelitian tidak hanya menilai keberhasilan
program, tetapi juga mengidentifikasi ham-
batan, dukungan, dan efektivitas kelembagaan
dalam konteks lokal yang spesifik. Dengan
demikian, kajian pustaka ini memberikan pi-
jakan yang kuat untuk menganalisis fokus
penelitian secara mendalam, serta menunjuk-
kan kontribusi orisinal dari studi ini terhadap
pengembangan ilmu pemerintahan dan mana-
jemen pelayanan publik, khususnya di bidang
kesehatan masyarakat.
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Permasalahan stunting dianggap sebagai
isu strategis yang berdampak langsung ter-
hadap kualitas sumber daya manusia, sehingga
penanganannya membutuhkan Kkinerja insti-
tusi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan teori kinerja pub-
lik dari Agus Dwiyanto sebagai acuan utama,
yang mengusulkan lima dimensi penting dalam
menilai kinerja organisasi sektor publik, yaitu
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas.

Produktivitas dilihat dari seberapa besar
capaian program dibandingkan dengan sumber
daya yang digunakan. Kualitas layanan menc-
erminkan seberapa baik pelayanan yang
diberikan Dinas Kesehatan dalam menjawab
kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok
rentan seperti balita dan ibu hamil. Responsiv-
itas menunjukkan kemampuan instansi dalam
merespon aspirasi, keluhan, dan kebutuhan
masyarakat terkait isu stunting. Responsibili-
tas berhubungan dengan kepatuhan terhadap
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prosedur, regulasi, dan standar pelayanan yang
telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas
menunjukkan sejauh mana pelaksanaan pro-
gram dapat dipertanggungjawabkan secara
publik dan transparan.

Kerangka pemikiran ini juga memperhi-
tungkan bahwa kinerja organisasi tidak ter-
lepas dari berbagai faktor pendukung dan
penghambat. Faktor pendukung bisa berupa
regulasi yang jelas, sinergi lintas sektor,
ketersediaan anggaran, dan partisipasi
masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat
dapat meliputi rendahnya kesadaran masyara-
kat, terbatasnya sumber daya, lemahnya
koordinasi antar instansi, serta masalah sosial
ekonomi seperti kemiskinan dan sanitasi ling-
kungan yang buruk. Oleh karena itu, penelitian
ini tidak hanya menilai kinerja Dinas Kesehatan
secara formal, tetapi juga mengkaji konteks
pelaksanaan di lapangan secara lebih luas.

Dengan menggunakan pendekatan ini,
penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan dalam kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam menangani
stunting, sekaligus merumuskan langkah-
langkah strategis yang diperlukan guna
meningkatkan efektivitas program dan pen-
capaian target nasional penurunan stunting.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan bersifat kuali-
tatif deskriptif dengan tujuan untuk mem-
peroleh pemahaman yang utuh dan mendalam
mengenai dinamika kinerja Dinas Kesehatan
dalam menangani stunting di Kabupaten
Bekasi. Fokus tidak hanya pada hasil akhir dari
program, tetapi juga pada proses pelaksa-
naannya, konteks sosial-budaya, serta interaksi
antar pelaku yang terlibat. Metode ini
memungkinkan eksplorasi terhadap realitas di
lapangan, termasuk persepsi, pengalaman, dan
pandangan para pelaksana kebijakan maupun
masyarakat penerima manfaat.

Sebagai alat analisis, digunakan teori
kinerja organisasi publik yang dikembangkan
oleh Agus Dwiyanto. Teori ini menekankan
lima dimensi utama dalam menilai kinerja in-
stitusi sektor publik, yaitu produktivitas, kuali-
tas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas. Masing-masing dimensi
digunakan untuk mengkaji sejauh mana
pelaksanaan program stunting berjalan efektif,

sesuai aturan, serta mampu memenuhi kebu-
tuhan masyarakat secara adil dan transparan.
Kerangka ini memberikan dasar sistematis da-
lam mengurai kekuatan dan kelemahan lem-
baga pelaksana dari sisi fungsional dan
struktural.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga
teknik utama. Wawancara mendalam dil-
akukan terhadap 19 orang informan yang
dipilih secara purposive, dengan kriteria mem-
iliki pengetahuan, keterlibatan langsung, atau
pengalaman dalam program penanganan
stunting. Informan berasal dari berbagai latar
belakang, seperti pejabat dinas kesehatan,
kepala puskesmas, petugas lapangan, dan
tokoh masyarakat. Observasi langsung dil-
akukan untuk melihat praktik di lapangan, kon-
disi pelayanan, dan interaksi antar pihak.
Selain itu, dokumentasi digunakan untuk men-
elaah dokumen resmi seperti laporan kegiatan,
kebijakan daerah, data stunting, dan panduan
pelaksanaan program.

Analisis data dilakukan secara bertahap
melalui reduksi data, penyajian data, dan
penarikan  kesimpulan. Proses  reduksi
digunakan untuk menyaring dan merangkum
informasi penting dari hasil wawancara, ob-
servasi, dan dokumen, agar fokus terhadap isu
yang diteliti tetap terjaga. Penyajian data dil-
akukan secara naratif dan tematik untuk
menunjukkan hubungan antar kategori dan
pola-pola yang muncul dari lapangan. Selanjut-
nya, kesimpulan ditarik berdasarkan sintesis
informasi yang telah dianalisis secara men-
dalam, guna menggambarkan kondisi aktual
kinerja organisasi serta berbagai faktor pen-
dukung dan penghambat yang memen-
garuhinya.

Melalui pendekatan ini, diperoleh gam-
baran menyeluruh mengenai bagaimana ke-
bijakan stunting dijalankan, sejauh mana kapa-
sitas kelembagaan mendukung implementasi
program, serta bagaimana persepsi dan
partisipasi masyarakat berperan dalam
menentukan keberhasilan intervensi di tingkat
lokal. Kerangka metode ini juga memberikan
ruang untuk mengevaluasi efektivitas strategi
yang telah diterapkan dan memberikan ma-
sukan bagi peningkatan kebijakan di masa
mendatang.
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Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi da-
lam penanganan stunting tergolong cukup
baik, meskipun masih menghadapi beberapa
tantangan di lapangan. Penilaian dilakukan
berdasarkan lima dimensi kinerja organisasi
publik menurut teori Agus Dwiyanto, yaitu
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas. Pada di-
mensi kualitas layanan, responsivitas, dan
akuntabilitas, kinerja dinas menunjukkan hasil
yang cukup memuaskan. Layanan kesehatan
yang berkaitan dengan pencegahan stunting,
seperti pemeriksaan ibu hamil, pemantauan
pertumbuhan balita, dan penyuluhan gizi, telah
berjalan secara aktif di berbagai puskesmas.
Responsivitas ditunjukkan oleh kemampuan
dinas dalam merespon kebutuhan masyarakat
melalui program-program seperti pemberian
makanan tambahan, edukasi tentang gizi, serta
peningkatan kesadaran melalui kampanye dan
kegiatan di tingkat desa. Sementara itu, akunt-
abilitas tercermin dari adanya pelaporan dan
dokumentasi kegiatan yang transparan serta
upaya evaluasi dan pelacakan terhadap ca-
paian program secara berkala.

Namun, capaian dalam dimensi produktivi-
tas dan responsibilitas masih belum optimal.
Beberapa program penanganan stunting belum
mencapai target yang ditetapkan, dan ada
ketimpangan pelaksanaan antarwilayah, teru-
tama antara wilayah yang mudah dijangkau
dan wilayah yang masih tertinggal dari sisi in-
frastruktur. Produktivitas dinas juga terken-
dala oleh jumlah dan kapasitas tenaga
kesehatan yang terbatas, serta masih adanya
masyarakat yang belum mendapatkan pela-
yanan secara maksimal. Pada aspek responsi-
bilitas, terdapat permasalahan dalam kon-
sistensi penerapan prosedur dan regulasi, baik
di tingkat pelaksana lapangan maupun dalam
koordinasi antarunit kerja.

Faktor pendukung kinerja dinas meliputi
tersedianya regulasi dan kebijakan yang men-
dukung, kewenangan institusi dalam pengam-
bilan keputusan, serta adanya dukungan dari
pemerintah pusat melalui berbagai program
nasional terkait stunting. Sinergi dengan lintas
sektor, seperti dinas pendidikan, dinas sosial,
serta  lembaga  non-pemerintah, juga

berkontribusi terhadap efektivitas pelaksa-
naan program. Selain itu, keterlibatan kader
kesehatan, perangkat desa, dan posyandu men-
jadi komponen penting dalam memperluas
jangkauan edukasi dan layanan gizi.

Sebaliknya, faktor penghambat yang
dihadapi mencakup keterbatasan anggaran,
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya gizi dan sanitasi, serta kondisi so-
sial ekonomi yang belum mendukung, seperti
kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan ku-
rangnya akses terhadap air bersih. Di beberapa
wilayah, masih ditemukan praktik pola asuh
anak yang kurang tepat dan minimnya
partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kesehatan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ter-
sebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah
menjalankan sejumlah upaya strategis, seperti
memperkuat edukasi melalui posyandu dan
sekolah, meningkatkan pelatihan bagi tenaga
kesehatan, serta menjalankan program inter-
vensi gizi spesifik dan sensitif. Program seperti
“Gerakan Aksi Bergizi” dan pembentukan kam-
pung bebas stunting menjadi langkah nyata da-
lam mendorong penurunan prevalensi stunt-
ing. Selain itu, kerja sama dengan organisasi
profesi dan pemangku kepentingan lainnya
juga terus ditingkatkan agar penanganan stunt-
ing dapat dilakukan secara terpadu dan berke-
lanjutan. Secara keseluruhan, meskipun masih
terdapat kekurangan, kinerja Dinas Kesehatan
menunjukkan komitmen yang kuat dalam
mengatasi stunting, dengan perbaikan yang
terus dilakukan baik dari sisi perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam pe-
nanganan stunting dapat dikategorikan cukup
baik, meskipun belum sepenuhnya optimal di
semua aspek. Pada dimensi kualitas layanan,
responsivitas, dan akuntabilitas, Dinas
Kesehatan menunjukkan komitmen yang tinggi
melalui penyediaan layanan kesehatan dasar,
penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kem-
bang anak, serta keterbukaan informasi kepada
publik. Pelibatan lintas sektor, kader kesehatan,
dan perangkat desa juga mendukung capaian
positif di tiga dimensi tersebut. Masyarakat
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mulai menunjukkan partisipasi dalam kegiatan
pencegahan stunting, dan program intervensi
seperti pemberian makanan tambahan,
imunisasi, serta edukasi melalui posyandu te-
lah berjalan di banyak wilayah.

Namun, pada dimensi produktivitas dan re-
sponsibilitas, kinerja masih menghadapi
berbagai tantangan. Beberapa program belum
mencapai target penurunan stunting secara
konsisten di seluruh wilayah, terutama di dae-
rah dengan akses terbatas atau kondisi sosial
ekonomi rendah. Implementasi program di
lapangan juga belum sepenuhnya sesuai
dengan standar prosedur, yang menunjukkan
adanya kelemahan dalam pengawasan dan
konsistensi pelaksanaan. Selain itu, faktor ek-
sternal seperti kemiskinan, sanitasi lingkungan
yang buruk, rendahnya pengetahuan masyara-
kat tentang gizi, serta keterbatasan sumber
daya manusia dan anggaran menjadi hambatan
yang cukup signifikan.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan telah
berupaya menjalankan perannya secara aktif
dalam menangani stunting melalui berbagai
strategi dan program. Namun, keberhasilan
yang lebih optimal masih membutuhkan pen-
ingkatan koordinasi lintas sektor, penguatan
kapasitas pelaksana, serta dukungan dari se-
luruh pemangku kepentingan, baik di tingkat
daerah maupun pusat. Penurunan angka stunt-
ing di Kabupaten Bekasi tidak hanya bergan-
tung pada intervensi gizi, tetapi juga pada pe-
rubahan perilaku masyarakat, perbaikan sani-
tasi, serta komitmen politik dan kebijakan yang
mendukung upaya jangka panjang.

Saran

Pertama, perlu dilakukan penguatan pada
aspek produktivitas dan responsibilitas me-
lalui peningkatan kapasitas perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengembangkan sis-
tem pemantauan yang lebih sistematis, ber-
basis data dan bukti, untuk memastikan bahwa
target program tercapai secara merata di se-
luruh wilayah, termasuk daerah yang sulit di-
jangkau. Perlu juga dilakukan pelatihan secara
berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan kader
posyandu agar mereka memiliki kompetensi
yang memadai dalam mendeteksi dan me-
nangani kasus stunting secara tepat.

Kedua, Dinas Kesehatan perlu memperluas
jangkauan edukasi gizi dan kesehatan kepada
masyarakat, khususnya kepada kelompok
rentan seperti remaja putri, calon pengantin,
ibu hamil, dan keluarga balita. Edukasi tidak
hanya bersifat informatif, tetapi juga harus
mampu membangun kesadaran dan mengubah
perilaku masyarakat terkait pola asuh, pola
makan, kebersihan lingkungan, serta pent-
ingnya pemanfaatan layanan kesehatan. Pen-
dekatan komunikasi interpersonal yang dil-
akukan oleh kader kesehatan dan tokoh
masyarakat lokal perlu dimaksimalkan untuk
menjangkau komunitas-komunitas yang masih
belum sepenuhnya memahami pentingnya
pencegahan stunting.

Ketiga, diperlukan peningkatan koordinasi
lintas sektor secara lebih intensif dan terarah.
Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri da-
lam mengatasi stunting, melainkan harus meli-
batkan dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Di-
nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Di-
nas Sosial, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk
menciptakan intervensi yang bersifat menye-
luruh (holistik). Contohnya, program penye-
diaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan
ekonomi keluarga, serta pendidikan kesehatan
di sekolah harus diintegrasikan ke dalam satu
sistem kerja yang saling mendukung.

Keempat, aspek pendanaan juga perlu
mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah
diharapkan mengalokasikan anggaran yang
lebih proporsional dan berkelanjutan untuk
program penanggulangan stunting, baik me-
lalui APBD maupun melalui dukungan dana
dari pemerintah pusat. Selain itu, perlu upaya
untuk menggandeng sektor swasta dan organ-
isasi masyarakat sipil dalam bentuk kemitraan
sosial, sponsor Kkegiatan, atau program
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), agar
sumber daya yang tersedia semakin luas dan
beragam.

Kelima, perlu dilakukan penguatan regulasi
dan kebijakan di tingkat daerah, termasuk
penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan
Bupati yang secara spesifik mengatur strategi
percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini
diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum, arah yang jelas, serta mendorong
komitmen lintas sektor agar bekerja secara
sinergis dan berkesinambungan.
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Terakhir, penting untuk membangun sis-
tem penghargaan dan insentif bagi desa, kader,
atau puskesmas yang berhasil menurunkan
angka stunting secara signifikan. Langkah ini
dapat mendorong motivasi dan semangat kerja
pelaksana di lapangan. Disarankan pula untuk
membentuk forum komunikasi stunting di
tingkat kecamatan atau desa, yang menjadi ru-
ang koordinasi dan evaluasi berkala antara
berbagai pihak yang terlibat. Dengan langkah-
langkah strategis tersebut, diharapkan upaya
penurunan stunting di Kabupaten Bekasi dapat
berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak
jangka panjang bagi peningkatan kualitas
hidup masyarakat.
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